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Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform si  Birokrasi -
Republik Indone&a No hun 2022 tenfang Slstem/KerJa
Pada Instansi Pe

paW ‘ i
“2016— fénté g |

ntp Enyed/erhanaanVBrfokra51 dan
a Kabppa ~Jember Nomor 3
| Hbent /d/n Susunan Perangkat

— Daerah,‘ perlu meneta}pkari :Pf:raturan Bupati Jember tentang

~

|

Kedudukan Susunan Ofgamsas1 Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kérjva ,Sekfret/anef( Daerah  Kabupaten Jember dengan
menglgpleﬁlentamkan penyesuaian struktur Organisasi

L /Eeyangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai

// -

P

x//“ ’

Mengingat : 1.

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor/,/
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen'f/r/i’ﬁtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone&a/’lla‘hun 12014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Rf/p‘dShk I/l‘ldQ\JeSla Nomor
5587), sebagaimana telah dlub@/ﬁ bqra/pa kah, ter%kh1r dengar/
Undang-Undang Nomor 9. ’Pahlﬁ'l 5015 tentang Perubahan Ke/
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahtin 2014 tentang. Pemerintahan
Daerah (Le ?‘ng Re ubhk ndo /e81@5}‘ahun 2015 Nomor

I.é ba n i al Re jl Indonesia Nomor 5679);

gl m?: tentang Pengembangan dan
Peng ataini ektor Keuangﬁ Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun/ 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonf:81a Nomor 6856);

7.//Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
" Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 teni:%
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Ta,hﬁr/l/QOll

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo,r 186) ‘

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom mor SQ Tahun 2015 tentang /
Pembentukan Produ Xkﬂfjr/l/ﬁH/‘ ah | (Be@ta/\NegdraM
Indonesia Tahun 2013 “Notnor 203 )‘ sebagalmana “tetah diubah
dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 120 Tahun 2018

tentangl%rubahari atb Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80

- ’I“ahun 2(9’15 tb Qenﬁukarf Produk Hukum Daerah (Berita
// Negg a Re s ’I’ﬁhun 2018 Nomor 157);

13. P‘efdt alam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
PedOman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah

'///

/Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
e “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 1539);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 970);
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17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Da;:%
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lem/b n

Daerah Kabupaten Jember Nomor 1). _—

MEMUTUSKAN N (2 P

/ RIaa _—

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI Qéxﬂ KEDLLDUKAwﬁAN

ORGANISASI, T N | C£ SERTA TATA KERJA
SEKRETAgmmERA KAB¢PA’I‘EN JEMBER:

e

L xﬁmnﬁi; UMUM

/ Pasal 1

' Dajfam 13K raturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

B 2. Bupati adalah Bupati Jember.

‘ i 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember.

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.

6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.

7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkup Sekretariat
Daerah.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkup
Sekretariat Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember.
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10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

/

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. e
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlm)akSud/pada ayat (1)
—
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi; — — [~

a. penyusunan kebijakan pemermtah daerah
b. pengkoordinasian pelaksanaan ‘tugas dmas daerah 1embaga
w -

teknis dan lembaga 1amnya B ; 1
¢ pemantau an,_ eyal aT‘l-J pelar(sana%' keblj‘efkan pemermtah

J /

| Py

daer \
d/pelayapa adhﬁlLisL asl da pembrﬁaan Aparatur Sipil Negara,
B €, pengkoord1p331an pengelolaan keuangan daerah; dan
_— f. pelaksanaan _tugas- lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
o dengan tuga)s dan fungsinya.

Py _—

/’: / /’ ]
’// Pasal 4

‘/(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada
Bupati.

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3
(tiga) staf ahli terdiri dari:
a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
b. staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;

dan

c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi persyaratan.

_—

j



Pasal 5

(1) Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
dibidang pemerintahan, hukum dan politik diluar tugas dan fungsi
perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai
fungsi:

a. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

b. pengumpulan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik,
pengamatan, penelahan dan pertimbangan untuk pemecahan
masalah dan pengembangan kebijakan;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangk
Daerah dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum‘ dan
politik apabila diperlukan dalam rangka penyampalan saran
pertimbangan kepada Bupati; -

/

d. penyusunan konsep tinjauan akademis d:a/n atau non akadeiZ/

suatu kebijakan Pemerintah

pemerintahan, hukum /daﬁpdﬁﬁ
e. penyusunan lapo(an kegatan staf ahli bldang pereﬁmtahan

hukum dan politik kepada Bupat1 melalu1 Sekretans Daerah.

ljagf madg{ﬂm telaahan dibidan

N —1 \| || S

Lo eesas
‘ ‘ gunan, perekonomian dan keuangan
membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerlntahan ‘dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
~diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang
diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan  data untuk pemecahan masalah  dan
pengembangan  kebijakan  dengan  menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dibidang pembangunan, perekonomian,
keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan;

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan;
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c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian
| saran pertimbangan kepada Bupati,
| d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan; dan
e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusi
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang
diberikan Bupati. e

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai fungsi: s ' ,
a. pengumpulan data ﬂt;tfk/J e,mecahan/ masalah _—~dan

pengembangan ?bf;H L ﬁgfm /rmen )@f&a{ bahan
1 bidan kemasyafékaftan pendidikan,

1be! d‘ya n‘lanu81a,
b- memberlkan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan

/ dan kerangka 1mplementa31 tentang hal-hal yang menyangkut

masalah-masalah - strategis dan pendekatan atau menciptkan

2 — < p ékgelerml gas dan fungsi pemerintah dalam bidang
, /\kem arakatan, pendidikan, agama dan sumber daya
~ _-manusia,

~ c¢. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia apabila
diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan
kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya
manusia; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia kepada Bupati

' melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri darti:
1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok J abatan
Fungsional;
2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2.Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
a) Sub Bagian Protokol; dan e
b) Kelompok Jabatan Fungsional. —
3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan F).mjgswnal
d. Kelompok Jabatan Fungsional. e B
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretarls Daerah dan
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung]awab kepada Bupati. e
(3) Staf Ahli dipimpin oleh seorang 'Staf Ahli, yang berada dlbavvah dan
bertanggung Jawab kepada Bupatx dan’ secara “administratif
dlkoordmasﬂ&a ehw lir tf is| aerah V////’"
A51s/ten/ dnpfm LGle \ ‘ Aslst yang berada dibawah dan
_/l:rert/anggung Jawatpkqpa Se /krgtaris Daerah
~ (5) Bagian d1ﬂ)1}nb1n oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung]awab kepada Asisten masing-masing.
(6) Sub Bagian d}plmpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
ba,waﬁ dan bertanggung]awab kepada Kepala Bagian masing-masing.

" BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat
Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan
kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
ketatalaksanaan, Kkeorganisasian serta administrasi dengan
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memadukan Program Kerja Pemerintah dan disesuaikan dengan
kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan
mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh
masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;

d. pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui
rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara
periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;

e. penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf kepada
Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta kebijakan,;

f. pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, para
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah; /

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangurran
pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran
serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan ;

h. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang. diselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di lingk;m@p Pemermtah ﬁaerah dalam
rangka pengendalian mel ﬁtl telg S, jaer intaan a
laporan, pemantau /}aipﬂngﬁ sehmg%ga dapé.t /d/ eroleh

kebenaran dan bangarinya =

\\

/f/ww IR
1l A LY Baglan Kedua
Asxsten Ppmenntahﬁn dan’ Kesejahtaeraan Rakyat
A YT Y _—"Pasal 10
\ | I I L /
l . L/

Aslsten VPemerlpLa‘Han dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dlmalgsu@,, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
me:mbai{tu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

_bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama serta tugas lain yang
berikan oleh Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, dan
hukum;
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum dan kesra;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum,;
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesra; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi
daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten PemerintahaM
Kesejahteraan Rakyat. /,./

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud Mda ayat (1),
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: _— — | 1

a. penyiapan bahan perumusan kebljakan daerah di bidang
administrasi  pemerintahan /d.;up d Ker_]asama  administrasi— :
kewilayahan, otonomi dae(ah/ | | ] /

b. penyiapan bahan péﬁlgoordlhamap‘perumusan ke/b’"ga‘lfzﬁl daerah
di bldang @dnﬁm trasi pemefmtah n danKe jasama, administrasi
kew;layalﬁfaﬁ ert {dn(gml ‘daerah o

e /penylapan/ b:&ﬁn peTgoordlna31an pelaksanaan tugas Perangkat

— Daerah di Bld@ﬁg adﬁumstra& pemerintahan dan Kerjasama,

admlnlstrasL kewﬂa,yahan otonomi daerah;

d.t penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
’kebqakan daerah di bidang administrasi pemerintahan da
/Kerjasama administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan

/""/e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

o s

Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 12

(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta
tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum  serta
dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi,

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi;

e. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum
daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;

S

f. pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap—

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelqgggaféan
Pemerintah Desa; /"//

g. penyiapan telaahan bahan pertlmbangan huk/urn dan pelayanan
bantuan hukum kepada unsur— Femdrmtah Daerah terkait
permasalahan dalam pejak rraan tugas ‘ penyelenggar@an
pemerintah daerah n;aﬁpun‘penyelpnggaraan pemermtahan desa;

|
h. pelaksaw@bf;aan hukﬁm maupun penyuiuhan hukum

kepada- }p{/uh \ |

efperu#tah qaerah ~ perangkat desa dan
,masYarakat N 1

,i. 2 :Lbenan; aya /pn banfuan hukum kepada aparatur
pe

Qrm{ah H érﬁ,//
j /pendampmg,am/ asyarakat miskin yang terkena masalah hukum
4bélﬂ(se(ra litigasi dan non litigasi;

/k( penghlmpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan

dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
. penyusunan program legislasi daerah;
m. pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan

n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 13

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, mengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan

el

o
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sosial dan kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan

oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat ;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan/
tugas.

.//
~ /"

Bagian Ketiga —

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 14//;‘1//‘ [

|
|

> / [\ ||
— 11 | / |

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 a/yar;(i)/"ﬁ/umf b’l rmempppyai vtug/a&/ﬁmbantu
Sekretaris/Daé"’% | dil m E)éfrylgoofclii:n;asia}_r}i‘ fpéﬁy’ué/{man kebijakan
daerah;” }pé@pga}élinayl d pé;fksariﬁ%p,/\tﬁgés Perangkat Daerah,
/@nyﬂlﬁu‘@r‘m ik}bl*]@ka L /‘ga’/@/’dang)ema’ntauan dan evahllas1
pelaksanaan = kebijakan —daerah di bidang perekonomian,
‘administrasi ;pefngaﬁgﬁnan, pengadaan barang dan jasa dan
sumb;r daigla/eilam serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
_ﬂ,D/afé:raH -
~~Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya
alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam ;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
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kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
dan sumber daya alam; dan
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 15

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas Perangkat  Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil; o

b. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,—
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas Perangkat erah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebuakaﬁ daerah di
bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan kelautan dan
perikanan, sumberdaya alam pe;tambangan ‘dan lingkungan
hidup, dan sumber daya ala;n/t,{ gl ‘dan alr dan | | _

c. melaksanakan ggs/ i g d1ber1kan ‘/ngp///'Aéisten
Perekonomlagﬂﬁ Paﬁqb nam.T -

(2) Untuk melal{sglnagan tﬁgas Se[bagalmana}mfaksud pada ayat (1),
Bagxan Perekonomran dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

‘ r\ e

o al penmapan baiéan P jlgoordmasmn perumusan kebijakan daerah

e 41 bidang pem “Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

_— | ‘/Lely anb WDaerah pengendalian dan  distribusi

/ [ 1an dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
.»«kecﬂ,

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan

" Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil,

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian
dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil; dan

d. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumberdaya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam
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pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air ;

e. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
pengevaluasian, pembinaan serta  promosi produk lokal;

f. pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan di bidang perekonomian; dan

g. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 16

(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal
8 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, //
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di b{i/giavn-/g/
penyusunan program, pengendalian program dan eyaluaéi dan

_—

Pelaporan; dan g

b. Melaksanakan tugas lain yang dlberlkaw As1st<31\ Perekonomian
dan Pembangunan. ‘

et \ i
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayar/ﬁ)/
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyal fungs1 = _—

a. Peny1apan /an/ pe gkdor 1ng31an perumusan ‘kebijakan daerah
& arl p og;a ) /peng/endahan program dan
p /evalliaéhda pe ﬁ}or ng | | >

— b Penyiapan bahan per gkoordmasmn pelaksanaan tugas Perangkat

| Daerah d1b1dang penyusunan program, pengendalian program

a dan eval/aSI dan pelaporan;

c/ Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
o kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

e pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,

#* pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;

e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang
dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya,

f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengelolaan APBD;

g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
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Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 17

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan kebijakan  daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi/

pengadaan barang dan jasa, k/ o

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan"’jésa' pengelolaan
layanan pengadaan secara elektr% pembmaan dan advokasi

e ) P

c. Penyiapan bahan peng/kgc/ ,dTmas A;L ‘pelakSanaan tugas}rar’lgkat

Daerah di bld/amg pengeldlaan ﬁ)engadaan barang dan jasa,

pengelolaan }aYanan pengadaan éeCara elektromk pembinaan

pengadaan barang dan jasa;

dan- adVokas1 pengadaan barang da*n/Jasa
- /Peny apan bahgm pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
A‘kebljz?kan ‘daér/h terkart/ engelolaan pengadaan barang dan jasa,
5 ,/pengelolépdn/l yanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
,dan,advokém pengadaan barang dan jasa;
e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
_— Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.
Paragraf 4
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 18

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas : '
a. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
d. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
f. Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
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g. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 19

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan. serta tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah. e
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat/(,](),///

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: s o= /

a. penyusunan kebijakan di bidang organlsa31 | oe? /:/

b. pelaksanaan kebijakan di bldang urnum protokol dan

komunikasi pimpinan, dan pereneﬁlaan dan keuangan /
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/

J‘\
~ |

bidang organisasi; | s
d. penylapan faks gaan }emantauan daw eyaluas1 di bldang

m dt kol déﬁ /kofﬁumkam pimpinan, dan
perencanaa ein ng —

e. pemantaqan dan ev*alpam pelaksanaan kebijakan daerah di
bldang orgamsa51 dan
pényla»pap/ﬁelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur
/g/p&ﬂ egara pada instansi daerah.

,'// i

Paragraf 1
Bagian Organisasi
Pasal 20

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian ~ perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain
yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;.

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Paragraf 2 /

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan /
Pasal 21 = -

tugas.

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi lepman sebagalmaha dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c a a/Q lepmaq mempunyai
tugas  pelaksanakan penyx/ap f pelal\(éanaaﬂ \ kebijak
pengoordinasian  pe én/ 1 ugas f /Peranglgat
pemantauan danevalQa51 pe ksan‘aan kebljakaﬁ daerah di bidang
protokol, komuryka:ﬂ plmpman dari dokgméntam serta tugas lain

yang dlbenkah oleh! Asnsten Admml)stram Umum.

(2) Unﬁu‘k‘ mélakga/akgnjt%&%bagalmana dimaksud pada ayat (1),
Bag@n Protol«&l dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

aerah,

’a peny1aparr bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,

~ komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

“b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

d. pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam
maupun di luar daerah;
pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas :
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a. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

b. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. menginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; '

e. melaksanakan koordinasi tata protokoler yang berkaitan dengan
upacara dan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

f. melaksanakan kegiatan tata protokoler yang berhubungan
dengan upacara, pelantikan, jamuan, seminar dan konvensi;

g. menyelenggarakan tata protokoler dalam rangka penerimaan
resmi kunjungan tamu-tamu pemerintah, Presiden/Wakil
Presiden, Pejabat negara dan tamu negara VVIP lainnya;

h. menggali bahan informasi dalam rangka kunjungan tamu dan
memberikan informasi tentang kunjungan tamu kepada pihak-
pihak terkait; e

i. menyampaikan karangan bunga/ucapan duka dan selamat; ////

j. menyiapkan jadwal Kegiatan Bupati/Wakil Bup/a;r/ serta
persiapan kehadiran Bupati dalam memimpin a /&ra

k. menyiapkan bahan dan koordinasi gen@n ”Instanm terkait
dalam rangka kegiatan perjaleglan Dlnaé Bufpatn dan Wakil /
Bupati dan pejabat laln yang dltunjuk oleh Bupatl dan W)akfl

Bupati; l = L |

1. melaksanak;in/pela ap kieprdtokolan Bﬁpatl da/ Wakil Bupati
pada acarg rre@l‘? i Tq temeg a/an

- m- menyﬁsuﬂ oran‘ pcrﬁa nggungawaban atas pelaksanaan

(1)

(2)

=l
-

2 tugas dan [

n, melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Bagian
" Protokol WKomunlkam Pimpinan.

e Paragraf 3

Bagian Umum
Pasal 23

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan

rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;
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b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;

c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

f. pelaksanaan urusan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah; dan

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keteram@aﬁ
tertentu. e

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksﬁd dalam ayat
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fun gslonal sqsual dengan
bidang keahlian dan keterampila ?.ng/ pengangi<atannya sesuai
dengan ketentuan peraturan-per dTng -und; ngan. 1 | e
Jumlah Kelompokﬂ/}gé n F‘ungs dnal Sebagalme(Mmaksud
pada ayat (1) ’dttentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas anahsls Jabatan dan beban kerjai

/(él»)”'l‘/ugas' Jems /dan Jetryang/K/ elompok Jabatan Fungsional

(1)

(2)

(4)

/s\eba%.‘ ﬂi\ﬂ ada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
pefat anlpe g-undangan yang mengatur jabatan fungsional

masmg—mazsing

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit
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organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan

penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELON JABATAN
Pasal 26

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama. i
(3) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Esel/nll/
b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. //

(4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural/Esfﬁn [[Ia atau
Jabatan Administrator. -

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Strukturai eselon IVa atau /
Jabatan Pengawas. Ve T O o

1), Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Sekretaris Daerah, Staf

‘Ahli, /Asisten; Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok

‘ )JaQ}an /F’/ngsmnal wajib menerapkan prinsip koordinasi,

Ui ')Legram dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing

—~~ maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

P Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
= ' dengan tugas dan fungsi masing-masing. ’

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpih
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
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lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas d:V
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. :

(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oléh Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi- /b/yarat atas usul Kepala
Bagian sesuai dengan peraturan- pe/mhdangrundangan

(4) Staf Ahli diangkat dan «fhberhcrlxﬁkan oleh Bupatl dari /%@al
Negeri Sipil yang memem,lhi syarat atas usul Sékretaris Daerah
sesua1 dengan peraturan perundang-undangan.

—~ | | |
4 ‘ | | ‘ ! ,
‘ | gz

// "/% | | L~ =

/{/“7‘“\1“(’\ | BABVII
] /ENﬁJAN LAIN-LAIN

‘»_/ Pasal 29

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

~ Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pengisian
jabatan dengan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai
ketentuan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022
Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

/’///
Ditetapkan di Jember ’////
pada tanggal 7 l&ph\/ 2023
3 BUPATI JEMBER,
A ik /L) i’
//‘ ‘// | “ 1 ‘ ! | A ;‘ /ft\‘tq’/ ,/7/
///u/‘q‘/K ‘ JITAN =
Diundangkan di Jember— || ‘3’ IR =
pada tanggal L7 A;\?ﬁ‘ 2023 . —~HENDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR |} L(
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